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PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 61 TAHUN 2016 

TENTANG 

PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi, dalam rangka 

menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan 

tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi perlu mengembangkan dan mengelola sistem 

informasi pendidikan tinggi nasional yang memuat basis 

data pendidikan tinggi yang berbasiskan teknologi 

informasi dan komunikasi berupa Pangkalan Data 

Pendidikan Tinggi; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang 

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5336); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5500); 

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 14); 

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 889); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN 

PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PANGKALAN DATA 

PENDIDIKAN TINGGI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud: 

1. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya 

disebut PDDikti adalah sistem yang menghimpun data 

pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang 

terintegrasi secara nasional. 

2. Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan fakta mengenai 

penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dimanfaatkan 

untuk pembangunan pendidikan tinggi. 

3. Informasi Pendidikan Tinggi adalah Data Pendidikan 

Tinggi yang sudah diolah untuk tujuan tertentu. 
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4. Entitas Data Pendidikan Tinggi adalah objek Data 

Pendidikan Tinggi. 

5. Data Pokok Pendidikan Tinggi adalah variabel minimal 

yang merepresentasikan sejumlah orang, unit organisasi 

atau objek sebagai syarat untuk penyelenggaraan 

pendidikan tinggi. 

6. Data Referensi Pendidikan Tinggi adalah kisaran nilai 

dan/atau isian yang digunakan untuk menyusun data 

lain agar terdapat keseragaman makna atau interpretasi. 

7. Data Transaksional Pendidikan Tinggi adalah 

representasi perubahan data mengenai orang, unit 

organisasi atau objek yang termasuk kategori Data Pokok 

Pendidikan Tinggi. 

8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan tinggi. 

9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan 

pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode 

pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan 

akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan 

vokasi. 

10. Satuan Manajemen Sumberdaya adalah kelompok 

program studi, lembaga penelitian dan/atau lembaga 

pengabdian masyarakat yang menyelenggarakan fungsi 

pembelajaran, penelitian dan/atau pengabdian 

masyarakat pada Perguruan Tinggi. 

11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan 

tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang 

mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang 

penyelenggaraan pendidikan tinggi. 

13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan 

tinggi. 

14. PDDikti Feeder adalah perangkat lunak yang 

ditempatkan di Perguruan Tinggi dan memiliki struktur 
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basis data replika dari basis data PDDikti yang 

digunakan sebagai sarana pelaporan resmi 

penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh Perguruan 

Tinggi. 

15. Webservice adalah perangkat lunak berbasis web untuk 

mendukung interoperabilitas interaksi data antar sistem. 

16. Pusat adalah Pusat Data dan Informasi Ilmu 

Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 

17. Unit Utama adalah satuan kerja setingkat eselon I di 

lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi. 

18. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya 

disebut L2Dikti adalah satuan kerja di wilayah yang 

berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan 

pendidikan tinggi. 

19. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi. 

20. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi. 

 

BAB II 

TUJUAN 

 

Pasal 2 

PDDikti bertujuan untuk: 

a. mewujudkan basis data tunggal dalam perencanaan, 

pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pendidikan 

tinggi; 

b. mewadahi pertukaran Data Pendidikan Tinggi bagi semua 

unit kerja di lingkungan Kementerian agar tercipta 

konsistensi data di semua unit kerja dan mendorong 

peningkatan kualitas data secara sistematis; 

c. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan sinergi kegiatan 

pengumpulan data yang terintegrasi dalam satu 

pangkalan data untuk bersama-sama digunakan oleh 

Kementerian dan seluruh pemangku kepentingan; 
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d. menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran 

sistem penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh 

Perguruan Tinggi; 

e. menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran 

sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi 

Program Studi dan Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh 

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau 

lembaga akreditasi mandiri; 

f. menyediakan informasi bagi Kementerian dalam 

melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, 

pemantauan, evaluasi, serta pembinaan dan koordinasi 

pendidikan tinggi; 

g. menyediakan informasi bagi masyarakat mengenai 

kinerja Program Studi dan Perguruan Tinggi; dan  

h. menyediakan data bagi peningkatan standar Perguruan 

Tinggi secara nasional. 

 

BAB III 

RUANG LINGKUP DATA 

 

Pasal 3 

(1) PDDikti menghimpun Data Pendidikan Tinggi yang 

dikelola dengan kaidah basis data terintegrasi. 

(2) Basis data terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) mencatat hubungan antar entitas data dengan 

menjaga kelengkapan dan kebenaran data, sehingga 

hubungan antar entitas data dapat dihasilkan dari 

pengolahan data secara langsung tanpa melakukan 

pemadanan/pemetaan antar entitas data secara manual. 

(3) Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri atas: 

a.  Data Pokok Pendidikan Tinggi; 

b.  Data Referensi Pendidikan Tinggi; dan 

c.  Data Transaksional Pendidikan Tinggi. 
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